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Pikiran

Ucapan

Tindakan



9 Nilai Integritas



Kompetensi Etik

•MODALITY

•ASOSIASI 

(Disasosiasi dr hal
buruk)

•UTILISASI

1. Mampu
menyelesaikan
dilema etik dengan
menjunjung tinggi
integritas;

2. Memiliki
pengetahuan hukum;

3. Memiliki komitmen
serta
tanggung jawab
moral



Komitmen 
Pimpinan (Tone 
from the Top)

Nilai-nilai 
Organisasi

Kode etik dan 
Perilaku 

Laporan Kekayaan Konflik Kepentingan
Sistem 
Whistleblowing 

Pengendalian 
Gratifikasi 

Dan Sebagainya

Beberapa contoh Kepatuhan Minimal
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INDEKS PERSEPSI KORUPSI

CORRUPTION PERCEPTION INDEX

RANK SCORE

88/167 36/100



Merintangi Proses KPK, 
5, 1%

TPPU, 17, 3%

Perijinan, 20, 4%

Pungutan, 21, 4%

Penyalahgunaan 
Anggaran, 44, 8%

Pengadaan 
Barang/Jasa, 148, 28%

Penyuapan, 271, 52% 526

Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara. Per 31 Agustus 2016

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara


KORUPSI
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Konflik

kepentingan dalam

pengadaan

Kerugian Keuangan Negara

Suap

Perbuatan

Curang Penggelapan dalam

Jabatan

Gratifikasi

Pemerasan

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001



Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-profesi/jabatan

4

7

14

15

24

50

67

119

129

142

1%

1%

2%

3%

4%

9%

12%

21%

23%

25%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Duta Besar

Komisioner

Hakim

Gubernur

Kepala Lembaga/Kementerian

Walikota/Bupati dan Wakil

Lainnya

Anggota DPR dan DPRD

Eselon I / II / III

Swasta





• Pegawai Negeri

• Penyelenggara NegaraSubjek Hukum

• Hadiah

• JanjiPenerimaan

• UNTUK MENGGERAKKAN

• Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan

• Yg bertentangan dg kewajibannya
Tujuan





• Pegawai Negeri

• Penyelenggara NegaraSubjek Hukum

• Hadiah

• JanjiPenerimaan

• SEBAGAI AKIBAT

• Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan

• Yg bertentangan dg kewajibannya
Tujuan
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• Pegawai Negeri

• Penyelenggara NegaraSubjek Hukum

• Menguntungkan diri sendiri/org lain

• Melawan hukumMaksud

• memberikansesuatu

• Membayar, potongan pembayaran, & mengerjakan
sesuatu

• Menyalahgunakan kekuasaan

Memaksa



Pengertian GRATIFIKASI

KBBI

• gra·ti·fi·ka·si n

• uang hadiah kpd pegawai
di luar gaji yg telah
ditentukan

Blacks Law Dictionary

• A gratuity; a recompense or 
reward for services or 
benefits, givenvoluntarily, 
without solicitation or 
promise

Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik. 

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

http://thelawdictionary.org/solicitation/




Pasal 12B & 12C UU No. 20 Tahun
2001 (UU Tipikor)

Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun
2002 (UU KPK)

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, 
Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg
Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi, dan

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan K/L/O/P







PELAPORAN

PIDANA
Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 16-18 UU KPK



Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama

Gratifikasi yg berhub dg jabatan & 
berlawanan dg kewajiban/tugas

Diterima secara langsung

Laporan penolakan di internal



Tidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahui

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

Upacara Adat, Budaya, Tradisi, Keagamaan



PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

GRATIFIKASI

WAJIB DILAPORKAN 

PADA KPK

TIDAK WAJIB 

DILAPORKAN PADA 

KPK

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap Suap:

• berhubungan dengan

jabatan , dan

• bertentangan dengan

tugas dan kewajiban

MENERIMA

Terpenuhinya keadaan

tidak dapat menolak

TOLAK

• Gratifikasi yang 

dianggap Suap, 

• diberikan langsung

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg 

jabatan & tidak

bertentangan dg tugas dan

kewajiban

GRATIFIKASI

DILAPORAN INTERNAL





pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id





Luasnya pengertian
gratifikasi oleh UU 
menunjukkan
bahwa pemberian
dalam bentuk apa
saja, dari siapa saja
dan dengan
motivasi apa saja, 
hanya dibatasi
pada segi subjek
hukum penerima, 
yaitu memenuhi
kriteria Pegawai
Negeri/Penyelengga
ra Negara;

Penerimaan
gratifikasi tidak
harus
dibuktikan
secara
rinci/detail

Gratifikasi wajib
dilaporkan dan
dalam hal tempo 
tertentu tidak
dilaporkan maka
setiap penerimaan
tersebut harus
dianggap sebagai
“Suap”;

Meskipun hakim menilai JPU gagal
membuktikan penerimaan gratifikasi dari
Alif Kuncoro dan Denny Adrianz terkait
dengan pengurusan perkara banding pajak, 
namun karena Terdakwa tidak dapat
membuktikan asal-usul dana sesuai dengan
ketentuan Undang-undang, hakim tetap
menegaskan hal tersebut tidak mengurangi
peran terdakwa atas telah terbuktinya
menerima gratifikasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013



TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL 

GRATIFIKASI (1)

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis

1. Gayus H.P. 

Tambunan

Pegawai Pajak 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 8 tahun

2. Yugo 

Saldian

Anggota DPRD 

Pangkalpinang

04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 4 tahun

3. Dhana 

Widyatmika

Pegawai Pajak 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 13 tahun

4. Badaruddin 

Usman

Anggota DPRD 

Pangkalpinang

2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 4 tahun

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk 

kepentingan komersil



TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL 

GRATIFIKASI (2)

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis

5. Syamsu 

Marzuki

Mantan Karyawan PT. 

Timah (BUMN)

1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun

6. Kusniati 

Achar

Mantan Anggota 

DPRD Pangkal Pinang

1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun

7. Malikul 

Amjad

Mantan Wakil Walikota 

Pangkal Pinang

03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014 4 tahun

8. Norani Anggota DPRD Kab. 

Bangka Induk periode 

2009-2014 dan mantan 

Anggota DPRD 

Pangkalpinang 

periode 1999-2004

1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 4 tahun

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk 

kepentingan komersil



TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL 

GRATIFIKASI (3)

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis

9. Alfian Helmi Anggota DPRD 

Pangkalpinang 

periode 1999-2004

1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 

2014

4 tahun

10. Abdul Aziz 

Muhammadi

yah

Kepala Dinas 

Pertambangan Kab. 

Nunukan

1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 

2014,

9 tahun

11. I. Wayan 

Chandra

Bupati Klungkung 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni

2015

15 tahun

12. Waryono

Karno

Sekjen ESDM 37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 

2015

7 tahun

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk 

kepentingan komersil



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 

Jakarta Selatan 12920

Telp. 021-2557 8448, 

Fax : 021-5289 2448

Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

www.kpk.go.id/gratifikasi

TERIMAKASIH


